
BUPATI MUARA ENIM 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR » TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANMN PENGADMN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Muara Enim; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

.,Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Sarang/Jasa

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 ten tang

Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku

Pengadaan Sarang/Jasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1659);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sayembara/Kontes (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 242);

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Serita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan

Sarang/Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 486);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman Pengadaan Sarang/ Jasa

yang dikecualikan pada Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Serita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan

Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan

Sarang/ Jasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Sarang/ Jasa Nomor 8 Tahun 2022 ten tang

Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Sarang/ Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pedoman

Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola

Pengadaan Sarang/Jasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1107);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan

Sarang/ Jasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 489);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik

dalam Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Sarang/Jasa

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan

Sarang/ Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia·

Tahun 2021 Nomor 512);
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22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

MUARA ENIM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Muara Enim. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa

oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah

terima hasil pekerjaan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran

pada lembaga yang bersangkutan.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/ a tau melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran

belanja daerah.

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah Pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.
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13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat

UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten yang menjadi

pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.

14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh

UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat

fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan

Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing.

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan

Barang/ Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah

sebagai pemberi pekerjaan.

1 7. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan 

kegiatan secara Swakelola. 

18. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah

Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja

dibidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

19. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang

selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah

Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.

20. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah

Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan

Barang/ Jasa.

21. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya

disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/ Jasa yang

akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

22. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah

Pelaku U saha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.

23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan atau janji kepada diri

sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi,

tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah

perkiraan harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh PPK.

25. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen . Pengadaan yang memuat

informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam

pemilihan Penyedia.

26. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah

tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

27. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
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28. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

29. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai paling
banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

30. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut dengan
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
penyedia Barang/ J asa a tau pelaksana Swakelola.

32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara
elektronik.

33. Katalog elektronik yang selanjutnya disebut E-catalogue adalah
sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia
Barang/ Jasa Pemerintah.

34. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing

adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem catalog

elektronik.
35. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi

elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa
secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

36. Administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan
dan/ atau tindakan.

37. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

38. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

39. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir.

40. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

41. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

42. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Jasa Konsultansi.
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43. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara

memproduksi barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Pemerintah

Daerah.

44. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur Pemerintah

Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan

melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh

tahapan Pengadaan Barang/ Jasa.

45. Tim/Tenaga Ahli adalah Tim/Tenaga Ahli yang dapat berbentuk tim

atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan

penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau

seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

46. Tim Pendukung adalah Tim yang dapat dibentuk dalam rangka

membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan

kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

4 7. Tim Katalog Elektronik Lokal adalah tim yang melaksanakan 

fasilitasi pembentukan atau pengembangan katalog elektronik lokal 

Kabupaten Muara Enim. 

48. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak

para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak

menjadi tidak dapat dipenuhi.

49. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan

ritel daring.

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/ Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten melalui Swakelola dan melalui 

Penyedia. 

BAB II 

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri atas: 

a. PA;

b. KPA;

c. PPK;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan;

g. Penyelenggara Swakelola; dan

h. Penyedia.

Pasal 4 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas

dan kewenangan:
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang

gagal;

g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

1. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

J. menetapkan tim teknis;

k. menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;

1. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan

m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas

Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di

atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang

terkait dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK dan

PA tidak melimpahkan kewenangan PPK kepada KPA, maka PA

bertindak se bagai PPK.

(4) Untuk pengelolaan APBD, PA dapat melimpahkan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f

kepada KPA.

(5) PA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

Pasal 5 

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuru dengan

pelimpahan dari PA.

(2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender

Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan

yang terkait dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA

dapat merangkap sebagai PPK, yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
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Pasal 6 

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

penyedia yang dituangkan dalam syarat-syarat Khusus kontrak;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

h. mengendalikan Kontrak;

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/KPA;

J. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

k. menilai kinerja Penyedia;

1. menetapkan tim pendukung dalam bentuk Surat Keputusan

PPK;dan

m. menetapkan tim atau tenaga ahli dalam bentuk Surat

Keputusan PPK.

(2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA

terdiri dari:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan 

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:

a. memiliki integritas dan disiplin;

b. menandatangani Pakta Integritas;

c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;

dan

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S 1) atau

setara dengan golongan ruang paling rendah III/ a.

(5) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dapat ditambahkan

dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang

sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) PPK dapat dijabat oleh:

a. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa atau Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Perangkat Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

dan/atau

c. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang berkedudukan di

UKPBJ, dan atas dasar pertimbangan kewenangan serta beban

kerja, personil yang bertindak sebagai PPK dapat berkedudukan

di luar UKPBJ.
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(8) PPK tidak boleh dirangkap oleh:

a. Pejabat Penatausaha Keuangan atau Bendahara; dan/ atau

b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket

Pengadaan Barang/ Jasa yang sama.

(9) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan

kepada pejabat yang baru dan dilakukan perubahan/ addendum

kontrak.

Pasal 7 

(1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa atau Aparatur

Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi

Pejabat Pengadaan;

b. memiliki integritas dan disiplin; dan

c. menandatangani Pakta Integritas.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat

Tahun anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat

Penatausaha Keuangan atau Bendahara.

(5) Pejabat Pengadaan dapat dijabat oleh:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Perangkat Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

dan/atau

c. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang berkedudukan di

UKPBJ, dan atas dasar pertimbangan kewenangan serta beban

kerja, personil yang bertindak sebagai Pejabat Pengadaan dapat

berkedudukan di luar UKPBJ.

Pasal 8 

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia

kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan

b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

pemilihan:
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1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00

( seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan

kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan

sebagaimana dimaksud dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan

penyedia, anggota pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dapat

ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

(5) Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap

paket pengadaan.

Pasal 9 

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f

dapat melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/ atau

PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/ atau PPK dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim

Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan,

jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan dan penyerapan

anggaran serta mencatat, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan

pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

(5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat di ban tu oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 11 

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h wajib

memenuhi kualifikasi sesuru. dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

atas:

a. pelaksanaan kontrak;

b. kualitas barang/ jasa;
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c. ketepatan perhitungan jumlah dan volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB III 

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 

Pasal 12 

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:

a. perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

b. persiapan Pengadaan Barang/ Jasa;

c. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. serah terima Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Swakelola dilaksanakan manakala pada saat identifikasi kebutuhan

Barang/ Jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan a tau tidak

diminati oleh pelaku usaha.

(3) Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis

yang dimiliki pemerintah, Barang/ Jasa yang bersifat rahasia

dan mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran

serta/ pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Kelompok

Masyarakat;

b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis

yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab

Perangkat Daerah pelaksana swakelola;

c. meningkatkan peran serta/ pemberdayaan Organisasi

Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan

pendirian Organisasi Masyarakat (visi dan misi) dan kompetensi

dari Organisasi Masyarakat; dan

d. meningkatkan peran serta/ pemberdayaan Kelompok 

Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kompetensi Kelompok Masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak <f
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV 

PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA 

Pasal 13 

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri atas:

a. perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

b. persiapan Pengadaan Barang/ Jasa;

c. pelaksanaan Pemilihan;

d. pelaksanaan Kontrak; dan

e. serah terima Pengadaan Barang/ J asa.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV 

PROSES PENGADAAN BARANG / JASA 

Pasal 14 

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Muara Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 

pada tanggal 1 0ktober 20 4 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

HENKY PUTRAWAN 

Diundangkan di Muara Enim 

pada tanggal 1 0ktober 20 4 

S _EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, 

dto. 

YULIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 30. 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 
NOMOR 30 TAHUN 2024 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI LING KUN GAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 

MELALUI SWAKELOLA 

I. PENDAHULUAN

1. 1 Pengertian Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, 

Ormas, atau Kelompok Masyarakat. 

Swakelola dilaksanakan manakala barang/ jasa yang dibutuhkan tidak 

dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih 

efektif dan/ atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola 

dapat juga digunakan dalam rangka: 

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/ kemampuan teknis

yang dimiliki pemerintah, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Perangkat

Daerah pelaksana swakelola;

b. Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu

dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang

bersangkutan;

c. peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas pelaksanaannya

harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi)

dan kompetensi dari Ormas; dan

d. peningkatan peran serta/ pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan

kompetensi Kelompok Masyarakat.

1.2 Tujuan Swakelola 

a. memenuhi kebutuhan barang/ jasa yang tidak disediakan oleh

pelaku usaha;

b. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku

usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/ atau lokasi yang sulit

dijangkau;



c. memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di

Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;

f. Meningkatkan efektifitas dan/ atau efisiensi jika dilaksanakan

melalui Swakelola; dan/ atau

g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang

mampu disediakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.3 Kriteria Barang/ Jasa yang diadakan melalui Swakelola 

Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak 

terbatas pada: 

a. barang/ jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/ a tau sifatnya

tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin {skala

kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu

suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau

renovasi rumah tidak layak huni;

b. jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan

dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau

penyuluhan;

c. jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;

d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya

dalam negen untuk kegiatan pengadaan festival, parade

seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/ siswi sekolah,

pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar

sekolah/kampus;

e. jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan

kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan

sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;

f. barang/ jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum

dapat disediakan a tau diminati oleh Pelaku U saha;

g. barang/ jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat,

atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan

ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup,

produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat,

produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau

bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga

permasyarakatan;



h. barang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan

partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan

partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik

maupun non fisik yaitu:

1) Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi

sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi,

dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang

tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk 

selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Contoh Pembangunan/ pemeliharaan jalan desa/ kampung, 

pembangunan/pemeliharaan saluran 1ngrasi mikro/kecil, 

pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur 

resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan 

kebun rakyat. 

2) Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu,

pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas

sanitasi sederhana.

1. barang/ jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian

dan pembuatan sistem keamanan informasi.

1. 4 Penyelenggara Swakelola

Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari 

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas 

meliputi: 

a. Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan, dan rencana biaya;

b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan

melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran; dan

c. Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun

administrasi Swakelola.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/ a tau Tim Pengawas dapat 

berasal/ ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa 

sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan. 



1.4. 1 Pen eta pan 

Penetapan Penyelenggara Swakelola Penyelenggara Swakelola 

ditetapkan oleh: 

a. Swakelola Tipe I

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan

oleh PA/KPA.

b. Swakelola Tipe II

1. Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA,

dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga

/ Perangkat Daerah pelaksana Swakelola.

2. Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah pelaksana

Swakelola dapat ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki.

c. Swakelola Tipe III

Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA,

dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Ormas

pelaksana Swakelola.

d. Swakelola Tipe IV

Tipe 

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan

oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Tabel 1. Penetapan Penyelenggaran Swakelola 

Tim Tim 
Tim Pelaksana 

Swakelola Persia pan Pengawas 

. Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran 

Tipe II 
Ditetapkan oleh PA/KPA Ditetapkan oleh 

penanggung jawab anggaran K/L/Perangkat Daerah 
Ditetapkan oleh 

Tipe III 
Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab 

penanggung jawab anggaran pelaksana 
Swakelola 

Tipe IV 
Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok 

Masyarakat 

1.4.2 Persyaratan Penyelenggara Swakelola 

a. Swakelola Tipe I

Penyelenggara Swakelola tipe I memiliki sumber daya yang

cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan

Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh:

1) Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari

Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran

sebagai instansi induk;



2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan

bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran

sebagai instansi induk; atau

3) Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari

Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.

b. Swakelola Tipe II

Penyelenggara Swakelola tipe II memiliki sumber daya yang

cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan

barang/jasa yang diswakelolakan. Swakelola tipe II dapat

dilaksanakan oleh:

1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi yang sesuru dengan

pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;

2) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang

ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan

Penyedia Barang/ Jasa;

3) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah

lain; atau

4) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.

c. Swakelola Tipe III

Swakelola tipe III dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Sipil. Swakelola tipe III

juga dapat dilaksanakan oleh:

1. Perguruan Tinggi Swasta; atau

2. Organisasi profesi.

Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe III yaitu:

1) berbadan hukum Yayasan atau berbadan hukum

perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan

hukum dari Kementerian yang membidangi urusan

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam hal Perguruan Tinggi

Swasta dapat berbentuk badan hukum nirlaba lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Mempunyai status valid keterangan W ajib Pajak

berdasarkan basil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

3) memiliki struktur organisasi/ pengurus;



4) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART);

5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan

Barang/ Jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ ART

dan/ atau dokumen pengesahan;

6) Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan

pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan

barang/jasa sejenis yang diswakelolakan. Untuk personel

yang ditugaskan sebagai calon Ketua Tim Pelaksana wajib

memiliki kemampuan manajerial;

7) Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang

benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan

8) Dalam hal calon pelaksana Swakelola akan melakukan

kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama

kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing

yang mewakili kemitraan tersebut.

d. Swakelola Tipe IV

Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu:

Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang yang memuat:

1) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di

lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan

2) memiliki kemampuan untuk menyediakan atau 

mengerjakan barang/ jasa sejenis yang diswakelolakan

II. PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Ketentuan dan prosedur penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan

biaya/ rencana anggaran biaya (RAB) Sebagaimana masuk ke dalam tahap

perencanaan mengacu pada tahapan perencanaan yang diatur dalam

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau ketentuan

yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional, dan ketentuan yang ditetapkan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

negara untuk kementerian/lembaga atau menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pemerintah daerah untuk pemerintah

daerah.



III. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL

PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE I

3. 1 Persia pan

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola tipe I setelah penetapan 

DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan 

oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe I sebagaimana 

dijelaskan pada Tabel berikut ini: 

3. 1. 1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

a. PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri

dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas

Swakelola atas usulan dari PPK

b. Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan

dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana

c. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Untuk

kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga

dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh

enumerator, maka Penyelenggara Swakelola dapat dibantu

oleh tenaga pendukung lapangan

d. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga

ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan

Swakelola tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)

dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola.

Tabel 3. Persiapan Swakelola Tipe I 

Kegiatan 
Para Pihak 

Penyusun Penetapa 
n 

Penetapan Penyelenggara 
PPK PA/KPA 

Swakelola 

Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 

Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 

Reviu spesifikasi teknis / KAK Tim Persiapan PPK 

Reviu RAB Tim Persiapan PPK 

3.1.2 Rencana Kegiatan 

Tim Persiapan Swakelola tipe I melakukan tugas: 

a. Menyusun persiapan teknis dan peny1apan metode 

pelaksanaan kegiatan; dan/ atau 



b. Menyusun daftar / struktur rencana kegiatan (work breakdown

structure) yang akan dilaksanakan.

3.1.3 Jadwal Kegiatan 

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan/ output dengan ketentuan: 

a. menetapkan waktu dimulainya hingga 

pelaksanaan swakelola; dan/ atau 

b. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal 

barang/ jasa yang diperlukan. 

3.1.4 Reviu spesifikasi teknis/KAK 

berakhimya 

berdasarkan 

pengadaan 

Tim persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu 

menyesuaikan spesifikasi teknis / KAK hasil Perencanaan 

Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 

3.1.5 Reviu RAB 

Kegiatan tersebut meliputi: 

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala

tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim

Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang

(apabila diperlukan);

3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rind dalam rencana

biaya bulanan dan/ atau biaya m1ngguan yang tidak

melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya m1ngguan dan biaya

bulanan;

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan

bahan/ material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui

penyedia; dan/ atau

e. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis / KAK.



Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah 

mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB 

berdasarkan tarifyang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. 

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe I terdapat kebutuhan 

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia maka: 

a. Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden

ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; atau

b. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka

semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada

tarifyang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB 

yang telah direviu oleh Penyelenggara Swakelola dan dilanjutkan 

dengan Pelaksanaan Swakelola. 

3. 1 Pelaksanaan

Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan/ output sesuai dengan 

hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan oleh PPK; 

b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga

pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan

sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja 

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; 

e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang

diatur dalam dokumen Kontrak;

£ PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 

yang meliputi: 

1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil

atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau

dengan cara upah borong;



2) Pembayaran gaji / honorarium tenaga ahli / narasumber

(apabila diperlukan);

3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau

4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan 

dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan 

3.2 Pengawasan 

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, 

dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil 

pekerjaan yang meliputi: 

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk

mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga

terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa Uika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi 

Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim 

Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim 

persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan 

korektif. 

3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tim pelaksana menyerahkan basil pekerjaan dan laporan

pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan;

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas

dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.



IV. PERSIAPAN, PELAKSANMN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL

PEKERJMN SWAKELOLA TIPE II

4. 1 Persia pan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe II setelah 

penetapan DIPA/DPA. Kegiatan pers1apan Swakelola Tipe II 

sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4 Persiapan Swakelola Tipe II 

No. Kegiatan Para Pihak 
Penvusun Penetapan 

1. Penetapan sasaran Tim Persiapan PA/KPA 
Kesepakatan Kerja 

PA/ KPA penanggung jawab 
Sama PA/KPA dengan 

2. anggaran dan Pimpinan K/L/PD 
K/L/PD lain Pelaksana 

lain Pelaksana Swakelola 
Swakelola 

Penyelenggara PPK penanggung 
PA/KPA 

swakelola: jawab anggaran 
penanggung 

jawab anggaran 
3. ✓ Tim Persiapan dan K/L/PD lain 

K/L/PD lain 
Tim Pengawas Pelaksana 

Pelaksana 
✓ Tim Pelaksana Swakelola 

Swakelola 
4. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 
5. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 

6. 
Reviu Spesifikasi 

Tim Persiapan PPK 
teknis/KAK 

7. Reviu RAB Tim Persiapan PPK 
Finalisasi dan 

8. Penandatanganan PPK dan Tim Pelaksana 
Kontrak Swakelola 

4. 1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

a. PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang

mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan lingkup

pekerjaan yang akan diswakelolakan.

b. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain

bersedia maka PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama

dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain

sebagai pelaksana Swakelola.

c. Pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang

dimaksud memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan

PA/KPA atau 1 (satu) tingkat lebih rendah. X: 



d. Selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana

Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

e. PA/KPA penanggung jawab anggaran menetapkan

Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan

Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana

Swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola.

f. Tim Persiapan terdiri dari pegawru Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai

Tim Pengawas.

g. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian / Lembaga /

Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan

tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari

tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana Swakelola atau

membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan

pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawru

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pelaksana

Swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga

ahli/ pendukung lapangan. Dalarn hal di ban tu oleh tenaga ahli

yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga

ahli paling banyak 10% ( sepuluh persen) dari jumlah Tim

Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

Tenaga ahli/ pendukung lapangan terrnasuk dalarn bagian

Kontrak Swakelola.

h. Tim Pengawas terdiri dari pegawa1 Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran.

4.1.2 Rencana Kegiatan 

Tim Persiapan Swakelola tipe II melakukan tugas: 

a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode 

pelaksanaan kegiatan; dan/ atau 

b. menyusun daftar / struktur rencana kegiatan (work breakdown

structure) yang akan dilaksanakan.

4.1.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan/ output dengan ketentuan: 

a. menetapkan waktu dimulainya 

pelaksanaan Swakelola; dan/ atau 

hingga berakhirnya 



b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan

barang/jasa yang diperlukan.

4.1.4 Reviu Spesifikasi 

Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana 

yaitu menyesuaikan target/ sasaran KAK perencanaan Swakelola 

dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 

4.1.5 Reviu RAB 

Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK, kegiatan 

tersebut meliputi: 

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala

tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim

Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang

(apabila diperlukan);

3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana

biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak

melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya m1ngguan dan biaya

bulanan;

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan

dengan pengadaan melalui penyedia; dan/ atau

e. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/ Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak,

dan spesifikasi teknis / KAK.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya terhadap 

DIPA/DPA penanggung jawab anggaran. Reviu Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) terdiri dari:

a. gaji tenaga ahli, biaya personil seperti gaji tenaga teknis, upah

tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor

narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;



b. biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang

(apabila diperlukan);

c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau

d. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Data/informasi biaya personil dan biaya lainnya yang digunakan 

dalam penyelenggaraan Swakelola tipe II dapat menggunakan 

standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

bidang yang mengatur keuangan atau instansi pemerintah 

daerah yang berwenang. 

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana 

Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan 

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka 

penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam 

PNBP tersebut. 

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe II terdapat kebutuhan 

Pengadaan Barang/ J asa melalui Penyedia maka: 

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka

semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukan

dalam Kontrak Swakelola; atau

b. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola yang belum/ tidak menerapkan tarif berdasarkan

PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

1) dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

2) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/ tidak

mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk

melaksanakan pengadaan bahan/ material/ jasa lainnya

pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan

Swakelola, maka pengadaan bahan/ material/ jasa lainnya

pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

4.1.6 Kontrak Swakelola 

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan 

Kontrak Swakelola sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK

dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis clan

harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan

spesifikasi teknis / KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim



Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan 

dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar 

penyusunan Kontrak Swakelola; 

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim

Pelaksana Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/ Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh

kebutuhan Barang/ Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe II termasuk 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: 

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola maka pengadaan barang/ jasa dilaksanakan oleh

Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa;atau

b. Untuk BLU /BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses

pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan BLU/BLUD.

4 .2 Pelaksanaan 

Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan/ output berdasarkan 

Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis / KAK yang 

telah ditetapkan oleh PPK; 

h pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan 

material/bahan sesuru. dengan rencana kegiatan/ sub 

kegiatan/ output; 

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, 

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; 

e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang

diatur dalam dokumen Kontrak;

£ Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola

dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan



g PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan 

kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4 .3 Pengawasan 

Tim Pengawas Swakelola tipe II melaksanakan tugas pengawasan 

administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan 

penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi: 

a verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; 

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk

mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) Pengawasan Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana /

peralatan dan material / bahan; dan

3) pengawasan pengadaan Barang/ Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi 

Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim 

pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim 

persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan 

korektif. 

4.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe II 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan 

pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah 

Terima Hasil Pekerjaan; 

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas

dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

V. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL

PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III

5. 1 Persia pan

PPK melakukan koordinasi pers1apan Swakelola tipe III setelah 

penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang 



ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe III 

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. Persiapan Swakelola Tioe III 

jNo Kegiatan 
Para Pihak 

Penyusun Penetapan 

1. Penyelenggara Swakelola: 
- Tim Persiapan dan Tim PPK PA/KPA 

Pengawas penanggung penanggung 

jawab anggaran jawab anggaran 

- Tim Pelaksana Ormas Pimpinan calon 

pelaksana 

Swakelola 

2. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 

3. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 

4. Reviu Spesifikasi 

teknis/KAK Tim Persiapan PPK 

5. Reviu RAB Tim Persiapan PPK 

Finalisasi dan 
PPK dan Pimpinan calon pelaksana 

6. Penandatanganan Kontrak 
Swakelola 

Swakelola 

5.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola 

a. PPK melakukan survey pasar sebelum menyampaikan

kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola. Apabila hanya

ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu.

b. PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan

kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan

Swakelola.

c. Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA

melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai

pelaksana Swakelola.

d. selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta

pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

e. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana

Swakelola yang dinilai mampu untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III, PPK dapat

melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan

calon pelaksana Swakelola. Pada mekanisme pemilihan calon

pelaksana Swakelola, calon pelaksana Swakelola yang

berminat menjadi pelaksana Swakelola tipe III mengajukan

portofolio dan proposal kepada PPK.



f. PPK dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana

Swakelola. Dalam • hal menetapkan lebih dari 1 calon

pelaksana Swakelola maka PPK dapat melakukan dengan

cara negosiasi teknis dan biaya. Negosiasi teknis dan biaya

bertujuan untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis

terbaik yang sama untuk seluruh calon pelaksana Swakelola,

kecuali untuk komponen biaya yang bersifat sesuai

pengeluaran ( at cost).

g. Dalam hal calon pelaksana Swakelola tipe III telah terpilih

melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola,

maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana

Swakelola sebagai pelaksana Swakelola. selanjutnya PPK

meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB.

h. PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri

dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan

dari PPK.

1. Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat

merangkap sebagai Tim Pengawas.

J. Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas/Organisasi Profesi

atau pegawai. Perguruan Tinggi Swasta. Untuk kegiatan

tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari

tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana Swakelola atau

membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan

pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota

Ormas / Organisasi Prof esi a tau pegawai Perguruan Tinggi

Swasta, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga

ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga

ahli yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah

tenaga ahli paling banyak 10% ( sepuluh persen) dari jumlah

Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu)

orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam

bagian Kontrak Swakelola.

k. Tim Pengawas terdiri dari pegawru Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran.

5.1.2 Rencana Kegiatan 

Tim Persiapan Swakelola tipe III melakukan tugas: 

a. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode

pelaksanaan kegiatan; dan/atau



b. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown

structure) yang akan dilaksanakan.

5.1.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tim Persiapan mermc1 jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan/ output dengan ketentuan: 

a. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya 

pelaksanaan Swakelola; dan/ atau 

b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan

barang/ jasa yang diperlukan.

5.1.4 Reviu Spesifikasi 

Tim Persiapan melakukan rev1u atas KAK yaitu menyesuaikan 

KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum 

dalam DIPA/DPA. 

5.1.5 Reviu RAB 

Pimpinan Ormas mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. 

Kegiatan tersebut meliputi: 

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaJ1 personel/ahli/teknis, upah petugas lapangan

(koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain-lain),

honor narasumber dan honor tim Penyelenggara

Swakelola;

2) biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang

(apabila diperlukan);

3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rind dalam rencana

biaya bulanan dan/ atau biaya mmgguan yang tidak

melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya mmgguan dan biaya

bulanan;

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan

dengan pengadaan melalui penyedia; clan/ atau



e. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/ Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak,

dan spesifikasi teknis / KAK.

Data/ informasi yang dapat digunakan dalam menentukan 

besaran biaya personel antara lain: 

a. gaji personel dari kontrak yang pemah atau sedang

dilaksanakan; atau

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara

resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. 

Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari: 

a. gaji personel, gaji tenaga ahli, upah petugas lapangan

(koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain-lain),

honor narasumber dan honor tim Penyelenggara Swakelola;

b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang

(apabila diperlukan);

c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/ atau

d. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe III terdapat kebutuhan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan 

pengadaan barang/ jasa dapat: 

a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/ tidak

mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk 

melaksanakan pengadaan bahan / material/ jasa lainnya 

pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya 

pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. 

5.1.6 Kontrak Swakelola 

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak 

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK

dibantu oleh Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis clan

harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan

spesifikasi teknis / KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim

Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan



dalam berita acara hasil negosias1 dan menjadi dasar 

penyusunan Kontrak Swakelola. 

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan p1mp1nan

pelaksana Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh

kebutuhan Barang/ Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe III termasuk 

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan 

oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika 

Pengadaan Barang/ Jasa. 

5.2 Pelaksanaan 

Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang 

telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan

oleh PPK;

b. penga_Juan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga ahli,

tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan

dan material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;

c. penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau tenaga

pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan

sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja,

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang

diatur dalam dokumen Kontrak;

f. Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama

kepada pihak lain; dan

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan

kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuru

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



5.3 Pengawasan 

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, 

dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil 

pekerjaan yang meliputi: 

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk

mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga

terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan; dan 

3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Uika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi 

Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim 

pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim 

pers1apan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan 

korektif. 

5.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe III 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pimpinan pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana menyerahkan

hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK

dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan

hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Pekerjaan; dan

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

VI. PERSIAPAN, PELAKSANMN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL

PEKERJMN SWAKELOLA TIPE IV

6.1 Persiapan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah 

penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang 

ditetapkan oleh PA/KPA 



6.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola 

a. PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada

Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan 

Swakelola; 

b. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk 

melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab 

Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan 

kesediaan sebagai pelaksana Swakelola; 

c. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok 

Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola; 

d. Dalam hal pengadaan barang/ jasa melalui Swakelola

merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA

menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana

Swakelola;

e. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK

meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola

untuk mengajukan proposal dan RAB;

f. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara

Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan

Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV

terdiri dari pengurus/ anggota Kelompok Masyarakat

pelaksana Swakelola; dan

g. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab

anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi

Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/ asistensi

penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK

dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari

Kontrak Swakelola tipe IV.

6.1.2 Rencana Kegiatan 

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari 

instansi penanggung jawab anggaran a tau tenaga 

ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk 

melakukan tugas: 

a. menyusun pers1apan teknis dan penyiapan metode 

pelaksanaan kegiatan; dan/ atau 

b. menyu.sun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown

structure) yang akan dilaksanakan.



6.1.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tim Persiapan mermc1 jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan/ output dengan ketentuan: 

a. menetapkan waktu dimulainya 

pelaksanaan Swakelola; dan/ atau 

hingga berakhirnya 

b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan

barang/jasa yang diperlukan.

6.1.4 Reviu Spesifikasi 

Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga 

ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk 

melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara 

Swakelola melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK 

perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam 

DIPA/DPA. 

6. 1.5 Reviu RAB

Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Kegiatan 

tersebut meliputi: 

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala

tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim

Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang

(apabila diperlukan); dan/ atau

3) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan,

rapat, komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana

biaya bulanan dan/ atau biaya mmgguan yang tidak

melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya

bulanan; dan/ a tau

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan

dengan pengadaan melalui penyedia.

Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga 

ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk 

melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara 

Swakelola melakukan reviu RAB yang disusun oleh Tim 



Persiapan yang berasal dari Kelompok Masyarakat sebelum 

diserahkan kepada PPK. 

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. 

Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari: 

a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,

tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara

Swakelola;

b. biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang

(apabila diperlukan); dan/ atau

c. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV terdapat kebutuhan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan 

pengadaan barang/jasa dapat: 

a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/ tidak mampu

untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ Jasa

lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan

Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya

pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

dokumen pers1apan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/ Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK disiapkan oleh pegawai dari instansi

penanggung jawab anggaran a tau tenaga

ahli / teknis / narasum her yang di tugaskan oleh PPK un tuk

melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara

Swakelola.

6.1.6 Kontrak Swakelola 

PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK

melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana

Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis / KAK dan RAB

setelah negosias1 dengan Tim Pelaksana mencapa1

kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara

hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak

Swakelola.



b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan

Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk

kebutuhan Barang/ Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

pimpinan 

Kontrak 

seluruh 

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe IV termasuk 

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan 

oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika 

Pengadaan Barang/ Jasa. 

6.2 Pelaksanaan 

Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang 

telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan

oleh PPK;

b. pengaJuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan

dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja

(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang

diatur dalam dokumen Kontrak;

f. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan

pekerjaan utama kepada pihak lain;

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan

kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai

dengan ketentuan dalam peraturanperundang-undangan.

Ketentuan mengena1 pembayaran sebelum prestasi pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran 

atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan 

atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 

6.3 Pengawasan 

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, 

dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil 

pekerjaan yang meliputi: 

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk

mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana /

peralatan dan material/bahan; dan

3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Oika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran 

atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan 

atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi 

Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim 

pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan 

Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk 

segera mengambil tindakan korektif. 

6.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil

pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas

dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA; dan

d. Dalam hal barang/ jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan

dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



VII. SANKS!

Pengenaan Sanksi pada Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Sanksi pada Swakelola Tipe I

1) Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika

pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara

Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap

Penyelenggara Swakelola.

2) Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan

atas penilaian PPK.

3) Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas

penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai

Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuru dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sanksi pada Swakelola Tipe II

1) Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika

pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana Swakelola

atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan

penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Tim Pelaksana

Swakelola.

2) Penilaian PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola dapat berdasarkan

atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim

Pengawas kepada PPK.

3) Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas

penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai

Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak.

c. Sanksi pada Swakelola Tipe III

1) Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika

pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana Swakelola

atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan

penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Tim Pelaksana

Swakelola.

2) Penilaian PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola dapat berdasarkan

atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim

Pengawas kepada PPK.



3) Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas

penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai

Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak.

d. Sanksi pada Swakelola Tipe IV

1) Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika

pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara

Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap

Penyelenggara Swakelola.

2) Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan

atas penilaian PPK.

3) Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas

penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan 

Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesua1 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 

sebagai 

dengan 



VIII. MODEL KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA 

untuk melaksanakan Swakelola 

Pengadaan _____________ (nama Barang/ Jasa) 

Nomor: 
-----

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 

"Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari __ tanggal 

_____ bulan _____ tahun _____ _,tanggal, bulan dan tahun diisi 

dengan huruj] antara ____ _,nama Pejabat Pembuat Komitmenj, selaku 

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama �-fnama 

satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmenj, yang berkedudukan di 

____ _,alamat Pejabat Pembuat Komitmenj, berdasarkan Surat Keputusan 

______ --4..1.(pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKJ No 

________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmenj, 

selanjutnya disebut "PPK" dan 

1. untuk Swakelola Tipe II, maka:

____ _,nama ketua tim pelaksanaj, _ yang berkedudukan di __ [alamatj,

berdasarkan kartu identitas No. ________ __,NIKJ, berdasarkan

Surat Keputusan (pejabat yang menandatangani SK

penetapan sebagai ketua tim pelaksanaj No _______ __,No. SK 

penetapanj, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

2. untuk Swakelola Tipe III, maka:

_____ [nama Pimpinan Onnas atau yang diberi kuasaj, _ yang 

berkedudukan di ____ ___,alamat], berdasarkan kartu identitas No. 

___ [NIK], berdasarkan Surat Keputusan ___ [Pimpinan Organisasi 

Kemasyarakatan yang menandatangani SK penetapan sebagai ketua tim 

pelaksanaj No_[No. SK penetapanj, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola" 

3. untuk Swakelola Tipe W, maka:

____ _,nama Pimpinan Kelompok Masyarakatj, _ yang berkedudukan di

_____ [alamatj, berdasarkan kartu identitas No. ______ NIKJ, 

berdasarkan Surat Keputusan [penetapan sebagai 

Pimpinan Kelompok Masyarakatj No ________ No. SK penetapanj, 

selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola" 



MENGINGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang

sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang

terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki

keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah

menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan 1Il1 

bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak tennasuk biaya lain yang sah adalah

sebesar Rp _________ ( ______ rupiah)";

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan

makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian

1m;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian;

c. proposal (apabila ada); atau

d. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika

terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3

di atas;



5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan

dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Pelaksana Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenru pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan

sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan

kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana

Swakelola.

6. "Pembayaran dilakukan berdasarkan __ _

(termini bulanan/ sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar

Rp _________ dengan cara ______ (transfer/tunai)";

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.



DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk 

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas 'dan melaksanakan 

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik 

Indonesia. 

Untuk dan atas nama 
----

PPK 

[tanda tangan dan cap (jika salinan 

asli ini untuk Pelaksana Swakelola 

maka rekatkan materai cukup)j 

[nama lenqkap/ 

[jabatan] 

Untuk dan atas nama Pelaksana 

Swakelola 

[tanda tangan dan cap (jika salinan 

asli ini untuk satuan kerja PPK maka 

rekatkan materai cukup)J 

[nama lengkap_l 

[jabatanj 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

HENKY PUTRAWAN 



DEN GAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk 

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan 

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik 

Indonesia. 

Untuk dan atas nama 
-----

PPK 

[tanda tangan dan cap (jika salinan 

asli ini untuk Pelaksana Swakelola 

maka rekatkan materai cukup)] 

fnama lenqkap/ 

[jabatan] 

Untuk dan atas nama Pelaksana 

Swakelola 

[tanda tangan dan cap (jika salinan 

asli ini untuk satuan kerja PPK maka 

rekatkan materai cukup)J 

fnama lenqkap/ 

[jabatan] 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

HENKY PUTRA WAN 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 30 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

PENGADAAN BARANG / JASA DI LING KUN GAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI LING KUN GAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 

MELALUI PENYEDIA 

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Lahimya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah boleh jadi adalah era baru lanjutan dari reformasi 

sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. 

Berbicara pengadaan barang/jasa bukan saja hanya suatu proses untuk 

mendapatkan penyedia barang/jasa, tetapi harus dimaknai secara luas 

bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dan 

strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan 

publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. 

Penataan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai lebih ditata dengan 

disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2021. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini yang dimaksud 

dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh 

perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan 

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Muara Enim harus mengdepankan azas yang efisien, efektif, 

transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan aturan 

yang diamanatkan 

Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung 

jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program/ kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, tentu 

saja harus melalui tahapan-tahapan di mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pengadaan barang/ jasa (pelaksanaan kegiatan itu sendiri) 

serta tahapan evaluasi yang harus selalu berpedoman kepada peraturan 

penmdang-undangan yang berlaku. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan program 

/kegiatannya dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum, maka 



perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/ Jasa 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

Akhirnya, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pengadaan Barang/ Jasa 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan memberikan 

pengaruh positip terhadap penyerapan anggaran sehingga mampu 

mendorong kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Muara Enim. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. Sebagai pedoman para Pelaku Pengadaan Barang/ J asa dalam

melaksanakan tugas di lingkup pengadaan barang/jasa yang prosesnya

dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil

pekerjaan.

b. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada

prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

1.3 Lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia. 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui 

Penyedia meliputi: 

a. Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa;

b. persiapan Pemilihan Penyedia;

c. pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;

d. persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-purchasing,

Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;

e. konsolidasi;

f. pelaksanaan Kon trak;

g. serah terima; dan

h. penilaian Kinerja Penyedia.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui

Penyedia sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi melalui Penyedia; dan

b. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

II. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI

NONKONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

2.1 PENDAHULUAN

2.1.1 Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh 

PA/KPA yang meliputi identifikasi pengadaan, penetapan 

barang/ jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa. 

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

ten tang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia 

meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, persiapan 



pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan 

Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. 

2.1.2 Persiapan Pengadaan. 

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui 

oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk 

Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus 

dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan 

Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/ L 

atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan 

mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat 

Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang 

mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan 

tindaklanjutnya sebagai berikut: 

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang

selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan

ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia

setelah DIPA/DPA disahkan;

b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui

oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih

kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses

pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis

dan harga;

c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil

pemilihan/ proses pemilihan harus dibatalkan

Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi: 

a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja

(KAK).

b. Penyusunan dan penetapan HPS.

c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/ atau

d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau

penyesuaian harga

Disamping itu PPK melakukan: 

a. identifikasi apakah barang/ jasa yang akan diadakan termasuk

dalam kategori barang/ jasa yang akan diadakan melalui

pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan

khusus;dan

b. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait

kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi

dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh

persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah

Daerah.

2.1.3 Persiapan Pemilihan. 

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri 



dokumen persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia yang 

disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ / Pejabat Pengadaan. 

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia 

meliputi: 

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;

b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;

c. Penetapan metode Kualifikasi;

d. Penetapan persyaratan Penyedia;

e. Penetapan metode evaluasi penawaran;

f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;

g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan

h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat

Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi:

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;

b. Penetapan persyaratan Penyedia;

c. Penetapan jadwal pemilihan; dan

d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

2. 1. 4 Pelaksanaan Pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja 

Pemilihan/ Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan 

ketentuan: 

a. PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit

di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan

Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya

dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak

Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Pokja Pemilihan melaksanakan:

1) Tender/ Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung;

dan

2) Tender Terbatas untuk pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang

bernilai paling sedikit di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

2. 1. S Pelaksanaan Kon trak.

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan 

yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. 

2.1.6 Pelaksanaan Kontrak. 

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang 

dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis 

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil 

pekerjaan. 

2.2 PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI 

NONKONSTRUKSI 

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/ L atau 

RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan 

Barang/ J asa. 



Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi: 

a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;

b. Penyusunan dan penetapan HPS;

c. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; d. Penetapan

spesifikasi teknis / KAK; dan

d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/ atau penyesuaian harga.

Spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan Kontrak, uang muka, Jaminan 

uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau 

penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen 

persiapan pengadaan. 

Persiapan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat 

di ban tu oleh tim ahli atau tenaga ahli, Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, 

dan/ atau Tim Pendukung atau tenaga pendukung. Dokumen persiapan 

pengadaan disampaikan kepada UKPBJ. 

Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia dapat dilakukan 

menggunakan aplikasi. 

2. 2. 1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK.

2.2.1.1 Tujuan.

Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk 

memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan 

anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa 

masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersedian 

anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Reviu tersebut meliputi: 

kualitas, kuantitas, waktu yang akan digunakan/ dimanfaatkan, 

biaya, lokasi dan ketersediaan di pasar. 

2.2.1.2 proses. 

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun 

pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa. Reviu dilakukan 

berdasarkan data/ informasi pasar terkini untuk mengetahui 

ketersediaan barang/ jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif 

barang/ jasa sejenis. Dalam melakukan rev1u ketersediaan 

barang/jasa perlu memperhatikan: 

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada

daftar inventarisasi barang/ jasa produksi dalam negeri;

b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);

c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil

produksi dalam negeri; dan

d. produk ramah lingkungan hidup.

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar

maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk

mendapatkan persetujuan PA/KPA.

PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas

membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

2.2.1.3 Penetapan. 
PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh 

PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK 

dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK. 



2.2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 

2.2.2.1 Tujuan. 

Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk rnenilai 

kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, 

dasar untuk rnenetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan 

dasar untuk rnenetapkan besaran nilai jarninan pelaksanaan bagi 

penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai 

HPS. 

2.2. 1.2 proses. 

PPK rnenyusun HPS berdasarkan pada: 

a. hasil perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang

telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;

b. Pagu Anggaran yang tercanturn dalarn DIPA/DPA atau untuk

proses pernilihan yang dilakukan sebelurn penetapan

DIPA/DPA rnengacu kepada Pagu Anggaran yang tercanturn

dalarn RKA K/ L atau RKA Perangkat Daerah; dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

yang telah rnernperhitungkan biaya tidak langsung,

keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat rnernin ta rnasukan dari tirn ahli a tau tenaga ahli dalarn 

penyusunan HPS. 

HPS dihitung secara keahlian dan rnenggunakan data/inforrnasi 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Data/inforrnasi yang dapat digunakan untuk rnenyusun HPS 

an tara lain: 

a. harga pasar seternpat yaitu harga barang / jasa di lokasi

barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan,

menjelang dilaksanakannya pernilihan Penyedia;

b. inforrnasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resrni

oleh Kernenterian/Lernbaga/Pernerintah Daerah;

c. inforrnasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resrni

oleh asosiasi. Yang dirnaksud dengan asosiasi adalah asosiasi

profesi keahlian, baik yang berada di dalarn negeri maupun di

luar negeri. Inforrnasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan

terrnasuk pula surnber data dari situs web kornunitas

internasional yang rnenayangkan inforrnasi biaya/harga satuan

profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara

internasional terrnasuk dirnana Pengadaan Barang/Jasa akan

dilaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi

rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh

pabrikan/ distributor/ agen/ pelaku usaha dengan

rnernperhatikan rnasa berlaku potongan harga dari

pabrikan/ distributor/ agen/ pelaku usaha terse but;

e. inflasi tahun sebelurnnya, suku bunga pinjarnan tahun

berjalan dan/ a tau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di

Bank Indonesia;

f. hasil perbandingan biaya/ harga satuan barang/ jasa sejenis

dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;



g. perkiraan perhitungan biaya/ harga satuan yang dilakukan oleh

konsultan perencana ( engineer's estimate);

h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;

1. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk

tender/ seleksi internasional; dan/ atau

J. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain­

lain, dan Pajak Penghasilan (PPh).

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi

sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat

rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum

dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis barang/jasa sebagai

berikut:

a. Barang

Perhitungan HPS untuk barang dapat memperhitungkan

komponen biaya antara lain:

1) Harga barang;

2) Biaya pengiriman;

3) Biaya instalasi;

4) Suku cadang;

5) Biaya operasional dan pemeliharaan;

6) Biaya pelatihan;

7) Biaya tidak langsung lainnya;

8) Keuntungan; dan/ atau

9) Pajak Pertambahan Nilai.

Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang

dilakukan.

b. Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dapat

menggunakan: 

1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan

tarif berbasis biaya terdiri dari :

a) Biaya langsung personel (Remuneration); dan

b) Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable

Cost).

2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan

berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya

untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/ output dengan

tarif / harga yang berlaku di pasar.

Contoh : jasa konsultansi pembuatan website, jasa

konsultansi pembuatan aplikasi open-source.

3) Metode Perhitungan Berbasis Keahlian ( value-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan

berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif 

berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak 

eksklusif yang disediakan/ dimiliki Jasa konsultan 

terse but. 





1) Lumsum.

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup,

waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat

didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum digunakan

misalnya untuk:

• pengadaan peralatan kantor;

• pengadaan benih;

• pengadaan j asa boga;

• sewa gedung; atau

• pembuatan video grafis.

Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti

dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam

Kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus

berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara

bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian

keluaran yang dilaksanakan

2) Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang lingkup,

kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang

disebabkan oleh sifat / karakteristik, kesulitan dan resiko

pekerjaan. Dalam Kontrak Harga Satuan pembayaran

dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk

masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran

(final price) tergantung kepada total kuantitas/volume dari

hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan

pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam

sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate).

Kontrak Harga Satuan digunakan misalnya untuk

pengadaan jasa boga di Lembaga Pemasyarakatan

3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan

dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat

dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum dan terdapat

bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak

Harga Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga

Satuan digunakan misalnya untuk pengadaan Information

and Communication Technologies (ICT) dan Jasa Profesional

Event/ Conference Organizer.

4) Kontrak Payung

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam

periode waktu tertentu untuk barang/ jasa yang belum dapat

ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada

saat Kontrak ditandatangani. Kontrak Payung digunakan
misalnya untuk pengadaan obat tertentu, jasa boga, jasa

layanan perjalanan (travel agent). Kontrak Payung dapat

ditindaklanjuti dengan Kontrak Pemesanan, Kontrak
Pembelian, atau bentuk lainnya.

Penggunaan Kontrak Payung pada tender/ seleksi dapat

ditetapkan lebih dari 1 (satu) Pemenang. Dalam hal

menetapkan lebih dari 1 (satu) Pemenang dapat menerapkan



negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan 1 (satu) 

harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh 

pemenang yang diselaraskan dengan Tujuan Pengadaan 

yang mendukung tujuan program. 

Pada pelaksanaan Kontrak Payung dapat dilakukan 

pembaharuan harga satuan sesuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan dalam rancangan kontrak. Pembaharuan harga 

satuan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak 

berdasarkan harga pasar yang berlaku dan proses negosiasi. 

Tujuan dari kontrak payung adalah: 

a) meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses dalam

administrasi pengadaan;

b) memperoleh pengurangan biaya karena dilakukan

aggregasi belanja; dan

c) memperoleh jaminan ketersediaan barang untuk 

pengadaan barang yang bersifat berulang.

Kriteria kontrak payung adalah: 

a) barang/ jasa sudah standar;

b) waktu ataupun jumlah barang/ jasa yang diperlukan

tidak dapat dipastikan;

c) barang/jasa tersebut dibutuhkan secara berulang; dan

d) pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/ satuan kerja

yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran

bersama.

Proses penyusunan kontrak payung: 

a) dimulai dari perencanaan dengan melakukan identifikasi

kebutuhan berupa perkiraan volume pengadaan dan

jenis barang/jasa;

b) Pemilihan selanjutnya dilakukan dengan proses sebagai

berikut:

( 1) pemilihan penyedia;

(2) kontrak payung antara Pejabat PD dengan Penyedia;

(3) kontrak dilakukan dengan harga satuan, pembayaran

pertermin (sesuai pesanan atau kebutuhan); dan

(4) lamanya kontrak payung dapat melebihi Tahun

Anggaran.

b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi.

Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi terdiri dari: 

1) Lumsum

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup,

waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk / keluaran dapat

didefinisikan dengan jelas.

Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi digunakan misalnya konsultan manajemen,

studi kelayakan, desain, penelitian / studi, kajian /

telaahan, pedoman / petunjuk, evaluasi, produk hukum,

sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/ appraisal, ahli

litigasi / arbitrase layanan penyelesaian sengketa.



Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga 

pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan 

dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. 

Pembayaran berdasarkan produk / keluaran seperti laporan 

kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan 

pekerjaan yang dilaksanakan 

2) Waktu Penugasan.

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa

Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum

bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa

dipastikan.

Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila:

a) Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum

dapat ditetapkan;

b) Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas

dan mungkin berubah secara substansial;

c) Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu

penugasan;

d) Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/ a tau jangka

waktunya pendek dimana kompensasi cenderung

berbasis harga per jam, per hari, per minggu atau per

bulan; dan/ a tau

e) Pekerjaan yang tidak umum/ spesialis yang 

membutuhkan keahlian khusus.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas 

biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel 

dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap 

sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan 

waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan 

secara lumsum, harga satuan, dan/ atau penggantianbiaya 

sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir 

kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/ durasi 

waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan 

berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. 

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra 

studi kelayakan, pekerjaan studi kelayakan termasuk 

konsep desain, ahli litigasi/ arbitrase layanan penyelesaian 

sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar, 

pengawasan, penasihat, pendampingan, pengembangan 

sistem/ aplikasi yang kompleks, monitoring, atau 

survei/ pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam. 

3) Kontrak Payung

Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi Nonkonstruksi 

digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi dalam periode waktu tertentu untuk 

menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat 

ditentukanan dapat tidak mengikat anggaran. 

Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang diikat 

dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi 



Nonkonstruksi yang telah memenuhi/lulus persyaratan 

yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan misalnya 

untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka 

penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, 

dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah 

dan badan usaha. 

b. Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/ Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang

berwenang sesua1 dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

1) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat

terbang, pengembangan aplikasi IT, a tau

pembangunan/ rehabilitasi kebun;

2) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/ jasa yang

pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya:

penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan

barang/ jasa yang layanannya tidak boleh terputus,

penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo,

penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun

binatang; atau

3) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti

jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan

angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan

sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau

pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan 

prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

2.2.3.2.2 Bentuk Kontrak 

PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai 

kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/ atau 

resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 

Bentuk Kontrak terdiri atas: 

a. Bukti Pembelian/pembayaran

Bukti pembelian/ pembayaran merupakan dokumen yang

digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh

PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai

paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh

bukti pembelian/ pembayaran antara lain faktur/bon/invois,

setruk, dan nota kontan.



b. Kuitansi

Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda

bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh

penerima uang/ Penyedia dengan berbagai ketentuan

pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya

dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

c. Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara

tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan

yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan

melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan

untuk:

1) Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai

paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling

sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

d. Surat Perjanjian

Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara

kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki

akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan

kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk:

1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2) Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai

paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta

rupiah.

e. Surat Pesanan

Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam

pelaksanaan pengadaan melalui E-purchasing. Bentuk surat

pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang

diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan

pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau

diperlukan/ dipersyaratkan secara administratif dalam proses

pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan

Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

2.2.3.2.3 Naskah Perjanjian 

Naskah Perjanjian terdiri dari: 

a. Pembukaan

1) Judul Kontrak

Menjelaskan jenis barang/ jasa dan judul Kontrak yang akan

ditandatangani.

2) Nomor Kontrak

Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani.

Apabila Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka

nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali

mengalami perubahan.



3) Kalimat Pembuka

Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa

para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat

dan menandatangani Kontrak. Tanggal Kontrak tidak boleh

mendahului tanggal Surat Penunjukan Penyedia

Barang/ J asa (SPPBJ).

4) Para Pihak dalam Kontrak

a) Menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang

sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama,

jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam

Kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau

pihak kedua.

b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:

( 1) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan

Kontrak (PA/KPA/PPK);

(2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah

ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;

(3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk

dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;

dan

(4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan

suatu konsorsium / kerja sama operasi / kemitraan

/ bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan

nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya

dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama

tersebut.

5) Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan

pemilihan Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak

telah menunjuk Penyedia melalui SPPBJ.

b. Isi, berisi pernyataan bahwa:

1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak

sesuai dengan objek yang di Kontrak;

2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak

dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta

rincian sumber pembiayaannya;

3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan

merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak;

4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada

dalam dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan

yaitu yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya;

5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban

masingmasing, yaitu pihak pertama membayar harga yang

tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan

pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak;

6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tanggal dimulai

dan diakhirinya pekerjaan tersebut;

7) tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan



8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai

arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam

Kontrak.

c. Penutup

1) Pemyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk

melaksanakan perjanjian sesuai peraturan

perundangundangan;dan

2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi

meterai.

2.2.3.2.4 Uang Muka 

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh 

jenis barang/ jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan 

pelaksanaan pekerjaan, antara lain 

a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/ bahan /material/ peralatan; dan / a tau

c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan

pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan 

diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan 

Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. 

Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta 

Koperasi: 

a. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai sampai

dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh

persen) atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;

b. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di

atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga

puluh persen); dan

c. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh

persen).

Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang 

muka paling tinggi 20% (dua puluh persen). 

Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak Kontrak 

tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas 

persen).Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan 

penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang 

diberikan. 

2 .2 .3. 2 .5 Jaminan Pengadaan 

J aminan Pengadaan Barang/ Jasa berfungsi untuk pengendalian 

dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau 

terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik 



pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. 

Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak 

penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak mernenuhi 

kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau 

dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa 

bank garansi atau surety bond. 

Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond 

diterbitkan oleh Perusahaan Penjarninan/Perusahaan 

Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di 

bidang pembiayaan, penjarninan, dan asuransi untuk mendorong 

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri dari: 

a. Jarninan Pelaksanaan;

b. Jaminan Uang Muka; dan

c. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:

a. tidak bersyarat, paling sedikit mernenuhi kriteria:

1) dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih

dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan

(Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari

Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa telah terjadi

pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak

dan/ atau Penyedia wanprestasi;

2) dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan

penjarnin atau dengan Pejabat Penandatangan Kontrak,

persengketaan tersebut tidak menunda pernbayaran klairn;

3) dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan

yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau

perusahaan penjaminan lain (re-insurance/contra

guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak

rnenunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan

Asuransi, atau Perusahaan Penjarninan lain tersebut;

4) Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim

jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang

dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak Terjamin

(Principaij dapat memenuhi kewajibannya dan/ a tau

pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin

(Principaij;

5) dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan

tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran

klaim; dan

6) dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi

bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan

oleh praktik korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme, yang

dilakukan oleh Terjarnin (Principaij maupun oleh Penerima

Jaminan (Obligee).

b. mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:

1) jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima

surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan



wanprestasi pemutusan kontrak dari Pejabat 

Penandatangan Kontrak; 

2) dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut

supaya benda-benda pihak Terjamin (Pri.ncipaij terlebih

dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan

3) Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada

Penerima Jaminan ( Obligee) akibat ketidakmampuan atau

kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin

(Pri.ncipaij sesuai dengan perjanjian pokok.

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan

dari Pokja Pemilihan/ Pejabat Penandatangan Kontrak/Pihak

yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi

kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Jaminan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir 

atau apabila akan dikembalikan kepada peserta Tender atau 

Penyedia. Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke kas negara 

oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk jaminan 

pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan 

dalam masa pemeliharaan. Nilai pencairan jaminan paling tinggi 

sebesar nilai jaminan. 

Jaminan Pengadaan ikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau 

Pejabat Penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan 

habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses Pengadaan. 

Besaran Jaminan sebagai berikut: 

a. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara

80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus

persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen)

dari nilai Kontrak;

b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di

bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan

sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS;

c. Jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan

d. Jaminan pemeliharaan pada pengadaan Jasa Lainnya yang

membutuhkan masa pemeliharaan ditentukan sebesar 5%

(lima persen) dari nilai Kontrak.

2.2.3.2.6 Sertifikat Garansi 

Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan 

barang maka Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi/ Kartu 

Jaminan/Garansi Puma Jual yang menyatakan adanya jaminan 

ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual. 

Sertifikat Garansi memberikan jaminan bahwa barang yang 

dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun 

terakhir), belum pernah dipakai dan bukan barang/ produk yang 

diperbaharui/ rekondisi. Spesifikasi teknis dan deskripsi barang 

yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. 

Sertifikasi garansi merupakan perlindungan terhadap barang 



sesuai dengan Jaminan/Garansi original equipment manufacturer 

(OEM). 

Sertifikat Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK 

dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak, 

terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman. 

Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima 

cacat/ tidak berfungsi dengan baik, Pengguna Barang melalui 

Bendahara Barang segera menyampaikan secara tertulis kepada 

Penyedia dan Penyedia wajib merespon untuk 

memperbaiki/ mengganti barang yang dimaksud. Jaminan 

Pengadaan Barang/ Jasa berfungsi untuk pengendalian. 

2.2.3.2.7 Sertifikat / Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor 

Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk 

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor 

harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang: 

a. Supporting Letter/ Letter of Intent/ Letter of Agreement dari

pabrikan/prinsipal di negara asal;

b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan

c. Sertifikat Produksi.

Persyaratan Supporting Letter/ Letter of Intent/Letter of Agreement

dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam

dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/ seleksi

kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen

penawaran.

Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi

diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat

Keterangan Asal ( Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi

dicantumkan dalam rancangan kontrak.

2.2.3.2.8 Penyesuaian Harga 

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak. 

Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga

Satuan untuk Jasa Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan

Waktu Penugasan untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi;

b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan

dengan jelas, sebagai berikut:

1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan

belas) bulan;

2) penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga

belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,

biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan

timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga

satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang

melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan



HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan 

hasil klarifikasi; 

4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai

jadwal pelaksanaan yang tercantum

Kontrak/ adendum kontrak;

dengan 

dalam 

5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian

harga dari negara asal barang tersebut;

6) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai

akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan

penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak

adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

7) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak

terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah

indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi

pekerjaan.

2.2.3.2.9 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) 

Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam 

pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh 

jenis kontrak masing-masing jenis Pengadaan yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan 

bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. 

2.2.3.2 .10 Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) 

Syarat-syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam 

pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan 

yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan Pengadaan yang 

diadakan. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul 

yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan 

dengan penyusunan rancangan kontrak. 

2.2.3.3 Penetapan Rancangan Kontrak 

PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan 

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui 

persetujuan/ penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak. 

Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah 

ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia 

kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan 

sesuai dengan kewenangannya. 

2.3 PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI 

Bagjan Persiapan Pemilihan Penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan 

Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Adapun terkait dengan 

persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan 

selanjutnya akan dijelaskan dalam Bagian V. 

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan 

pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada 

UKPBJ, dengan melampirkan: 

a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;



b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat

Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan

mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD;

c. ID paket RUP; dan

d. rencana waktu penggunaan barang/ jasa.

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui

aplikasi sistem informasi.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap,

kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan pers1apan

pemilihan Penyedia yang meliputi:

a. reviu dokumen persiapan pengadaan;

b. penetapan metode pemilihan Penyedia;

c. penetapan metode kualifikasi;

d. penetapan persyaratan Penyedia;

e. penetapan metode evaluasi penawaran;

f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;

g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan

h. penyusunan Dokumen Pemilihan.

2.3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang

meliputi:

a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)

Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi

teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar

inventarisasi barang/ jasa produksi dalam negeri, memenuhi

Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil

serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah

lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami

spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran

dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan

jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu

kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan

sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan.

Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB

yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,

data/ informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan

pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa

komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai

dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja

Pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban

perpajakan/ cukai/ asuransi/ sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja (SMK3) atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam

pelaksanaan pekerjaan

c. Rancangan Kontrak



Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak 

telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan 

kontrak memperhatikan: 

1) Naskah Perjanjian;

2) Syarat-syarat Umum Kontrak;

3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;

4) Ketentuan Uang Muka;

5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;

6) Ketentuan Sertifikat Garansi;

7) Ketentuan Sertifikat/ Dokumen Lainnya dalam rangka

Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau

8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-PD yang telah

ditetapkan)

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-PD yang

telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk

pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya

cukup.

e. ID paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan

dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

f. W aktu penggunaan barang/ jasa

Reviu waktu penggunaan barang/ jasa untuk memastikan bahwa

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan,

pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuru rencana

penggunaan/ pemanfaatan barang/ jasa.

g. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh

PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui

kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam

negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk

menentukan metode kualifikasi dan/ a tau metode pemilihan

Penyedia.

Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku U saha

dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan

meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui

Tender/ Seleksi Internasional.

h. Dalam hal diperlukan, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan

penetapan risiko Barang/ Jasa Lainnya terkait keselamatan.

2.3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia 

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan 

memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan 

kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil 

analisis pasar dan/ atau hasil konsolidasi. 

2. 3. 2. 1 Metode pemilihan Penyedia Barang/ J asa Lainnya 

Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/ Penunjukan Langsung untuk 

Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai HPS paket pengadaan 

bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 



rupiah). Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa Lainnya meliputi: 

a. Penunjukan Langsung
Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Barang/ Jasa Lainnya
meliputi:
1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk

menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh
Presiden /Wakil Presiden;

2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden
beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat
rahasia sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;

3) Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)
Pelaku U saha yang mampu;

4) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih
padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK,
dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan
benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;

5) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

6) Barang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang
menjadi pemenang tender untuk mendapatkan 1zm dari
pemerintah;

7) Barang/ J asa Lairn;iya yang setelah dilakukan Tender ulang
mengalami kegagalan; atau

8) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Jasa
Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

b. Tender Cepat
Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dalam hal Pelaku Usaha yang telah
terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian
kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran
teknis, sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dilakukan
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan kriteria:
1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan

secara rinci; atau
2) dimungkinkan menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.



Metode penyampaian penawaran dalam Tender Cepat menggunakan 

penyampaian penawaran harga berulang (E-reverse Auction). 

c. Tender

Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E­

purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan

Tender Cepat.

Dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat

kerja/tempat serah terima, dan/ atau keterbatasan kapasitas dari

Pelaku U saha maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan metode

Tender itemized. Tender itemized juga dapat dilakukan untuk

perkelompok item barang dan/ atau jasa lainnya.

Pada Tender itemized peserta pemilihan dapat menawarkan

satu/beberapa/seluruh item barang/jasa yang ditenderkan, dan

Pokja Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang

pemilihan / Penyedia.

Dalam hal menetapkan lebih dari 1 (satu) Pemenang, Pokja

Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga untuk

mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk

seluruh pemenang yang diselaraskan dengan Tujuan Pengadaan

yang mendukung tujuan program.

2.3.2.2 Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi 

Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung 

untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai HPS 

paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

a. Penunjukan Langsung

Penunjukkan Langsung dilakukan dalam hal:

Kriteria Penunjukan Langsung dalam keadaan tertentu meliputi:

1) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan

oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

2) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan

oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau

pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

3) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi di bidang hukum meliputi

konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak

direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan

dan/ atau tun tu tan hukum dari pihak tertentu, yang sifat

pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera

dan tidak dapat ditunda;

4) Permintaan berulang (repeat orderJ untuk Penyedia Jasa

Konsultansi Nonkonstruksi yang sama.

Permintaan berulang (repeat orderJ diberikan batasan paling 

banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang berurutan. 

Permintaan berulang (repeat orderJ dapat digunakan: 

a) untuk jasa konsultansi Nonkonstruksi yang

dan/ atau ruang lingkupnya sama dengan

sebelumnya. Ruang lingkup yang sama dengan

sebelumnya meliputi:

(1) uraian pekerjaan;

(2) keluaran yang ingin dihasilkan;

(3) metodologi yang digunakan; atau

berkaitan 

pekerjaan 

pekerjaan 



(4) komposisi tenaga ahli.

Contoh: Jasa Konsultansi Audit, Jasa Konsultansi SOP.

b) diberikan kepada Penyedia yang mempunyai kinerja baik

berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

c) diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam

tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya paling

lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.

d) dilakukan dalam UKPBJ yang sama.

e) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang setelah dilakukan

Seleksi ulang mengalami kegagalan.

b. Seleksi

Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan

Langsung dan Penunjukan Langsung.

2.3.3 Penetapan Metode Kualifikasi 

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan 

pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan 

dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi. 

2.3.3.1 Pascakualifikasi 

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan 

setelah penyampaian penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada 

pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut: 

a. Tender Barang/ Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak

kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan.

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi

administrasi. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sis tern gugur.

Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan

pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila

memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan

calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon

pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi maka

dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan

peringkat selanjutnya (apabila ada).

2.3.3.2 Prakualifikasi 

Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan 

sebelum penyampaian penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan pada 

pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat

kompleks;

Pengadaan yang bersifat kompleks adalah Pengadaan Barang/Jasa

Lainnya yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan teknologi

tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/ atau

sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi

kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Seleksi untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha; atau

c. Penunjukan Langsung.



Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode: 

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Jasa Lainnya dan pada proses

Penunjukan Langsung; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa

Konsultansi Nonkonstruksi.

Hasil prakualifikasi : 

a. untuk Tender Barang/ Jasa Lainnya paling sedikit 3 (tiga) peserta

yang lulus kualifikasi;

b. untuk Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha paling

sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus

kualifikasi; atau

c. untuk Penunjukan Langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau

tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk Tender/ Seleksi kurang dari 

3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi 

ulang. 

2.3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia 

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan 

memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi 

Nonkonstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan 

dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya dan 

jasa konsultansi Nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang 

berwenang. 

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan 

dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan 

tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan 

Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. 

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan 

Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan 

untuk menyediakan barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi 

Nonkonstruksi. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan 

administrasi/legalitas, dan teknis. 

2.3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia 

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, 

meliputi: 

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/usaha;

(sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat

Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi).

Nilai pagu anggaran sampai dengan Rpl5.000.000.000,00 (lima

belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi/ segmentasi usaha

kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan

teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/ atau

koperasi.

b. Mempunyai status valid keterangan W ajib Pajak berdasarkan hasil

Konfirmasi Status Wajib Pajak;

c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat

yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada

Kontrak yang dibuktikan dengan:



1) Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap

(apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

e. Menyetujui Pemyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/ atau

nepotisme;

2) akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui

terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme dalam

proses pengadaan ini.

3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan,

dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2)

dan/ atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undang.

f. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;

4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan 

perten tangan kepen tingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan

pengurus badan usaha sebagai pegawa1 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 

mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 

7) Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum

dalam Dokumen Pemilihan; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa

data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada

pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi

administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan

secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

g. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai

perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk

kerjasama lain;

h. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha

nonkecil;



2) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha

kecil;

3) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;

4) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;

5) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau

6) Koperasi dengan koperasi.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut

memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan

KSO (leadfinn). Lead.firm kerja sama operasi harus memiliki

kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota

kerja sama operasi.

1. kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah

anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

1) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi

yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga)

perusahaan;dan

2) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi

yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima)

perusahaan.

Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1) sampai dengan angka 6) 

dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja 

sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. Persyaratan 

kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, 

meliputi: 

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda

Penduduk (KTP) / Paspor / Surat Keterangan Domisili Tinggal;

c. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil

Konfirmasi Status Wajib Pajak;

d. menyetujui Pernyataan Pakta Integritas; dan

e. menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/ atau sedang

menjalani sanksi pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara

2.3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia 

a. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/ J asa Lainnya Badan

Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/ Jasa

Lainnya Badan Usaha meliputi:

1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:

a) penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir

baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;



b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam

kelompok/ grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis

tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

sebesar paling kurang sama dengan 50% {lima puluh

persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket

pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan

sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima

puluh persen) nilai HPS / Pagu Anggaran.

2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri

kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman

dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana

dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan

dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00

(dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya

manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses

penyediaan termasuk layanan purna jual Uika diperlukan).

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi Badan Usaha, meliputi:

1) Memiliki pengalaman:

a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling

kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun

swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b) Pekerjaan yang serupa (similary berdasarkan jenis

pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi,

atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan

kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50%

(lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri

kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen

Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan

U saha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari

ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai

paket pengadaan sampai dengan paling banyak

Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Memiliki sumber daya manusia:

a) Manajerial; dan



2.3.5 

2.3.6 

b) tenaga kerja Uika diperlukan).

4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan Uika

diperlukan}.

c. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa

Konsultansi NonKonstruksi Perorangan

1) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa

Lainnya Perorangan, meliputi:

a} memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

barang/ jasa lainnya; dan

b) memiliki tempat/ lokasi usaha;

2) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi Perorangan, meliputi:

a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan

dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat

keahlian/ teknis, dan/ atau sertifikat pelatihan/ kursus;

b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

c) Pekerjaan sejenis Uenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,

metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa

menggambarkan kesamaan); dan

d) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50%

(lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Kemitraan 

Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis 

keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka: 

a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling

bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli asing.

Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi 

kebutuhan Jen1s keahlian yang belum dimiliki dan untuk 

meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau 

pekerjaan. Ketentuan mengenai persyaratan administrasi Kemitraan 

mengacu pada butir 2.3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas 

Penyedia. 

Penetapan Metode Evaluasi Penawaran 

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan 

memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas 

pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode Evaluasi 

Penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi 

dokumen penawaran dan bagi Peserta Pemilihan menjadi acuan dalam 

menyusun/menyiapkan dokumen penawaran. 



2.3.6.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan: 

a. Sistem Nilai;

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis untuk pengadaan barang;

dan

c. Harga Terendah.

2.3.6.2 Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi 

2.3.7 

2.3.8 

a. Kualitas dan Biaya;

b. Kualitas;

c. Pagu Anggaran; dan

d. Biaya Terendah.

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen

Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/ jasa

lainnya/jasa konsultansi Nonkonstruksi, metode pemilihan Penyedia,

metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas

pekerjaan.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan bagi Pokja

Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi Peserta

Pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dalam pemilihan dalam

pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi.

Nonkonstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode Satu File digunakan untuk:

1) Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang menggunakan metode

evaluasi Harga Terendah;

2) Tender Cepat;

3) PengadaanLangsung; dan

4) Penunjukan Langsung.

b. Metode Dua File digunakan untuk:

1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian

teknis terlebih dahulu yaitu metode evaluasi Sistem Nilai,

metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan

metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan

pembobotan ambang batas.

2) seleksi badan usaha dan perorangan

c. Metode Dua Tahap

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa

Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada

Dokumen Pemilihan;

2) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain

penerapan teknologi yang berbeda;

3) dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan

klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/ atau

4) membutuhkan penyetaraan teknis.

E-reverse Auction

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.

E-reverse Auction dapat dilaksanakan:



a. untuk Tender dengan metode evaluasi harga terendah;

b. sebagai tindak lanjut Tender yang hanya terdapat 2 (dua)

penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus

evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara

menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan

bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya; atau

c. sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam

Tender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Selama dalam proses E-reverse Auction, identitas penawar 

dirahasiakan. Peserta yang mengikuti E-reverse Auction adalah peserta 

yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah 

substansi penawaran teknis yang telah disampaikan/ dievaluasi. 

Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran (positional 

bidding). Jangka waktu pelaksanaan E-reverse Auction paling cepat 60 

(enam puluh) menit. 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

HENKY PUTRAWAN 
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